REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGISIAN TERBATAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil dan Surat Persetujuan
Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2127/KASN/9/2018
tanggal 27 September 2018 hal Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengisian
Terbatas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PENGISIAN TERBATAS JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DARI JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya  disingkat BPKP merupakan aparat
pengawasan intern pemerintah.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi
pemerintah  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS di lingkungan BPKP.

Pengisian Terbatas adalah proses pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui seleksi

dan uji kompetisi secara terbatas oleh Panitia Seleksi
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yang diikuti oleh peserta di lingkungan BPKP yang telah
memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang
dipersyaratkan.

5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro,
Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala
Perwakilan di lingkungan BPKP.

8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur
Sipil Negara yang berdasarkan pada kompetensi,
kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal wusul, jenis kelamin, status

pernikahan, umur, atau kondisi fisik.

BAB II
PENGISIAN TERBATAS
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 2
Pengisian Terbatas JPT Pratama di lingkungan BPKP
dimaksudkan untuk memperoleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang profesional yang memiliki kompetensi,
kualifikasi, dan integritas serta bersih dari praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3
Pengisian Terbatas JPT Pratama di lingkungan BPKP
bertujuan untuk mendayagunakan kompetensi yang dimiliki
oleh para mantan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang
memenuhi persyaratan untuk ikut mengisi formasi JPT

Pratama.
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